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V.

BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR30 TAHUN2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN PJ^,HMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Repubik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan

Kesetaraan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan

Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintati Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Lahat Tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Lahat Nomor 22 Tahun 2019 Tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : ,i. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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8. Undang-undang Nomof 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan L.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049),

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diuoah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Rl Tahun 2015 Nomor 58);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 4576);
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15. Peraturan Pemerintali Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Dan Penerapan Standar, Pelayanan Minimal

(Lerribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5219);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

21. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2019;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Daiam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengeloiaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosiai Yang

Bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Beianja Daerah

sebagaimana teiah bebarapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Daiam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibaii dan Bantuan Sosiai yang bersumber dari APBD;

25. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaiuran Dana Aiokasi

Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;

27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

224/PMK.07/2017 tentang Pengeloiaan Hibah dari Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Aiokasi Khusus Non Fisik Bantuan

Operasionai Penyeienggara Pendidikan Kesetaraan;
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29.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Tahun 2011 Nomor 03);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Tahun 2011 Nomor 04);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 Tahun 2019

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019;

33. Peraturan Bupati Lahat Nomor 22 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAHAT MOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2019.

Pasal 1

Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 terdiri dari :
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1. Pendapatan Daerah

a. Semula ; Rp 1.998,525.355.531,00

b. Bertambah : Rp 20.643.088.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Rp 2.019.168.443.531,00
perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semuia . ; Rp 2.160.697.305.010,96

b. Bertambah Rp 20.643.088.000,00

Jumiah Belanja setelah Rp 2.181.340.393.010,96
peruoahan

Defisit setelah perubahan Rp (162.171.949.479,96)

3. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan Pembiayaan

1. Semula : Rp 162.171.949.479,96

2.Berkurang : Rp 00,00

Jumlah Penerimaan Rp 162.171.949.479,96
Pembiayaan setelah
perubahan

b) Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula : Rp 00,00

2.Berkurang : Rp 00,00

Jumlah Pengeluaran Rp 00,00
Pembiayaan setelah

perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 162.171.949.479,96
setelah perubahan

SIsa lebih pembiayaan Rp o,00
anggaran setelah perubahan

Pasal 2.



Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih .lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati

ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat,

Ditetapkan di Lahat

pada langgat-^ Desember 2019
BUPAi:^, LAl-lAT,
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Diundangkan di Lahat

pada tanggal ^ Desember 2019

DAERAH KABUPATEN LAHAT,
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BERITA DAERAtl KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR 3.V


